WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 53 TAHUN
2018 TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU
KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KOTA BATAM

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa dalam rangka penyempurnaan Pasal 3 Peraturan
Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2018, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2018
tentang Tata Kerja, Persyaratan Dan Tata Cara
Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu
Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota
Batam;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan :

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata
Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan
Badan Promosi Pariwisata Indonesia;

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun
2001 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2001 Nomor 17 Seri C),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17
Tahun 2001 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 30 Seri C);

7. Peraturan Walikota Batam Nomor 53 Tahun 2018
tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara
Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu
Kebijakan Badan Promosi Daerah Kota Batam
(Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 640);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 53 TAHUN 2018
TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR
PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA
DAERAH KOTA BATAM.

PASAL I

Ketentuan ayat (1) Pasal (3) diubah, diantara ayat (1) dan
ayat (2) Pasal 3 Peraturan Walikota Batam Nomor 53
Tahun 2018 tentang tentang Tata Kerja, Persyaratan Dan
Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur
Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah
Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018
Nomor 640) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (la),
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a, berjumlah 9 (sembilan)
orang anggota yang terdiri dari unsur:

a. Wakil Asosiasi Kepariwisataan berjumlah 4
(empat) orang;

b. Wakil Asosiasi Profesi berjumlah 2 (dua)
orang;



C. Wakil asosiasi penerbangan 1(satu) orang;dan
d. Pakar/akademisi berjumlah 2 (dua) orang.

(la) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

(2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a membentuk unsur pelaksana
untuk menjalankan tugas operasional Badan.

(3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan
dibantu oleh beberapa ketua bidang sesuai dengan
kebutuhan.

(4) Unsur Pelaksana wajib menyusun tata kerja dan
rencana kerja.

(5) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)
kali masa kerja berikutnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja,
persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan
pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 8 Mei 2019

WALIKOTA BATAM
Dto
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan Di Batam
pada tanggal 8 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
Dto
JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 668
Salinan sesuai dengan aslinya An.
Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Kepala Bagian Hukum

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
TK I NIP. 19671224 199403 1 009




